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Tesisini membahas mengenai pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan Daerah Provins
dan Daerah Kabupaten/K ota dalam pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan pembubaran
koperasi. Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui pengaruh undang-undang pemerintahan daerah yang
berlaku sgjak tahun 1992 terhadap pembagian urusan pemerintahan dalam pengesahan akta pendirian,
perubahan anggaran dasar, dan pembubaran koperasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian
ini adalah metode penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan yang dilengkapi dengan wawancara.
Hasil penelitian berupa analisis kualitatif dengan menekankan pada aspek rekomendasi terhadap pembagian
urusan pemerintahan dalam pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan pembubaran
koperasi. Pengesahan badan hukum merupakan urusan pemerintahan di bidang yustisi dan merupakan
kewenangan absolut Pemerintah. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian menyebutkan bahwa pemberian status badan hukum Koperasi, pengesahan perubahan
Anggaran Dasar, dan pembinaan Koperasi merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah yang
dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Menteri yang membidangi Koperasi.

Berdasarkan hasil analisis, pelimpahan wewenang mel akukan pengesahan akta pendirian, perubahan
anggaran dasar koperasi, dan pembubaran koperasi dari Menteri Koperasi kepada pemerintah daerah
mengikuti undang-undang pemerintahan daerah yang berlaku. Meskipun pelimpahan tersebut telah disertai
dengan petunjuk teknis akan tetapi dalam pelaksanaannya di daerah ditemukan berbagai penyimpangan.
Oleh karena itu Pemerintah menarik kembali pelimpahan wewenang yang telah diberikan kepada
Gubernur/Bupati/Walikota dalam melakukan pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan
pembubaran koperasi dan akan melaksanakannya sendiri secara daring (online). Akan tetapi Pemerintah
belum siap dengan sarana dan prasarana yang akan digunakan untuk menyelenggarakan administrasi badan
hukum koperasi secara daring (online).

<hr>This thesis discusses distribution of government affairs between Central Government and Local
Government in the ratification of cooperative's deed, amendments of Articles of Association, and
dissolution of cooperatives. This study is directed to investigate the influence of law of local governmentsin
force since 1992 on the division of government affairsin the ratification of cooperative's deed, amendments
of Articles of Association, and dissolution of cooperatives. The method used in this study is anormative
legal research method through the study of literature that comes with the interview. Results of the research is
aqualitative analysis with emphasis on the recommendations on the distribution of government affairsin the
ratification cooperative's deed, amendments of Articles of Association, and dissolution of cooperatives.
Ratification of alegal entity is one of government affairsin the field of judicial as absolute authority of the
Government. General Explanation of Law No. 25 of 1992 concerning Cooperatives states that granting legal
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status Cooperative, ratification an amendment, and coaching Cooperative is the authority and responsibility
of the Government but in the implementation delegated to the Minister in charge of Cooperatives.

Based on the analysis, the delegation of authority to approve the deed of establishment, changesin the
articles of association of cooperatives, and the dissolution of the cooperative from the Minister of
Cooperatives to local governments will follow the laws on local government. Although the delegation has
been accompanied by technical instructions but in itsimplementation in the region found various
irregularities. Therefore, the Government withdraw the delegation of authority given to the
Governor/Regent/ Mayor in conducting ratification of cooperative's deed, amendments of Articles of
Association, and dissolution of cooperatives and will implement by itself using online system. But the
Government is not ready with the infrastructure and guidance that will be used to administer the cooperative
legal entity using online system.



